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ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM




A B S T R A KAsas ultimum remedium terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bertujuan untukmelindungi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang denganmenjauhkannya dari sistem peradilan pidana. Penelitian ini jenisnya penelitian yuridis normatifdan penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis. Asas ultimum remedium secara implisitterdapat di dalam beberapa peraturan hukum internasional seperti pasal 37 convention of the
right of the child, pasal 46 the riyadh guidelines, pasal 16 the tokyo rules, pasal 13 beijing rulesserta keberadaan asas ini di dalam perangkat hukum nasional juga bersifat implisit yaitu pasal66 undang-undang no 39 tahun 1999, pasal 16 undang-undang no 23 tahun 2002 serta pasal 37keppres no 36 tahun 1990 termasuk didalam putusan mahkamah agung nomor125/pid/a/2012/pn.gs .
Kata Kunci : Asas Ultimum Remedium, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Sistem
Peradilan Pidana Anak
ABSTRACT
The last resort principle to the children in conflict with the law aims to protect children in
order to get his future by keeping him away from the formal criminal juvenile justice system. This
research study of its kind to examine the application of normative juridical and this research is
descriptive analytical. The last resort principle is found implicitly in the international regulation
like article 37 convention of the right of the child, article 46 of the riyadh guidelines, article 16 the
tokyo rules, article 13 of beijing rules and also found implicitly in the national regulation  like
article 66 the regulation number 39 of 1999, article 16 the regulation number 23 0f 2002, article
37 of presidential decree number 36 of 1990and also in supreme court decision number
125/pid/a/2012/pn.gs
Keyword : The Last Resort Principle, Children in Conflict with Law, Juvenile Justice System
I. PendahuluanAnak adalah tunas, potensi, dangenerasi muda penerus cita-cita perjuanganbangsa, memiliki peran strategis danmempunyai ciri dan sifat khusus yangmenjamin kelangsungan eksistensi bangsadan negara pada masa depan.1 Anak adalahbagian yang tidak terpisahkan darikeberlangsungan hidup manusia dankeberlangsungan ssebuah bangsa dannegara. Konstitusi Indonesiamemperlihatkan bahwa anak memilikiperan strategis yang secara tegasdinyatakan bahwa negara menjamin haksetiap anak atas keberlangsungan hidup,
1 Huruf b Bagian Consideran Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
tumbuh dan berkembang serta atasperlindungan dari kekerasan dandiskriminasi.Pembinaan anak dan generasi mudamerupakan bagian integral daripembangunan nasional dan juga menjadisarana guna tercapainya tujuanpembangunan nasional yaitu , masyarakatadil dan makmur serta aman dan sentosaberdasarkan Pancasila dan Undang-Undangdasar 1945 dengan wadah Negara KesatuanRepublik Indonesia dalam ketertibanpergaulan internasional yang damai, adildan merdeka .2
2Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak,(Bandung : PT. Refika Aditama, 2008),halaman.62
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Konsepsi perlindungan anakmeliputi ruang lingkup yang luas, dalam artibahwa perlindungan anak tidak hanyamengenai perlindungan atas jiwa dan ragasi anak, tetapi mencakup pula perlindunganatas semua hak serta kepentingannya yangdapat menjamin pertumbuhan danperkembangan yang wajar, baik secararohani, jasmani, maupun sosialnya sehinggaanak Indonesia akan berkembang menjadiorang dewasa Indonesia yang mampu danmau berkarya untuk mencapai danmemelihara tujuan Pembangunan Nasionaltersebbut diatas.3Perlindungan anak adalah segalausaha yang dilakukan untuk menciptakankondisi agar setiap anak dapatmelaksanakan hak dan kewajibannya demiperkembangan dan pertumbuhan anaksecara wajar baik fisik, mental, dan sosial.Perlindungan anak merupakan perwujudanadanya keadilan dalam suatu masyarakat,dengan demikian perlindungan anakdiusahakan dalam berbagai bidangkehidupan bernegara dan bermasyarakat4Kegiatan perlindungan anakmembawa akibat hukum, baik dalamkaitannya dengan hukum tertulis maupunhukum tidak tertulis. Hukum merupakanjaminan bagi kegiatan perlindungan anak.Arif Gostita mengemukakan bahwakepastian hukum perlu diusahakan demikelangsungan kegiatan perlindungan anakdan mencegah penyelewengan yangmembawa akibat negatif yang tidakdiinginkan dalam pelaksanaan perlindungananak.5 Anak-anak tidak terbebas darikemungkinan melakukan perbuatan pidana(kejahatan) sama halnya seperti orangdewasa baik perbuatan pidana itu dilakukansendiri maupun bersama-sama denganorang lain. Anak yang dalam prosesperkembangan mendapatkan hambatanpemenuhan kebutuhan dan perhatianmenyebabkan anak terhambatperkembangannya dan bahkan dapat
3 Ibid
4 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia, (Bandung : Pt Refika Aditama,
2008), halaman.3
5 Ibid
menyebabkan terganggu mentalnya.Akhirnya dapat menyebabkan anak menjadipelaku delinquency.6 Delinkuensi menurutRamli Atmasasmita adalah suatu tindakanatau perbuatan yang dilakukan oleh seoranganak yang dianggap bertentangan denganketentuan-ketentuan hukum yang berlakudi suatu negara dan yang oleh masyarakatitu sendiri dirasakan serta ditafsirkansebagai perbuatan yang tercela.7Penanggulangan tindak pidana yangdilakukan oleh anak perlumempertimbangkan kedudukan anakdengan segala ciri dan sifatnya yang khas,walaupun anak telah dapat menentukansendiri langkah perbuatannya berdasarkanperasaan, pikiran, dan kehendaknya, tetapikeadaan sekitarnya dapat memengaruhiperilakunya. Orang tua dan masyarakatsekelilingnya lebih bertanggung jawabterhadap pembinaan, pendidikan, danpengembangan perilaku anak dalam halmenghadapi masalah anak nakal.8Mengenai batasan umu anak yangberkonflik dengan hukum yakni orang yangtelah mencapai umu 8 tahun tetapi belummencapai umur 18 tahun dan belum pernahkawin. Batasan umur anak yang berkonflikdengan hukum kemudian naik menjadi 12tahun. Perubahan ini dilakukan olehMahkamah Konstitusi melalui putusannyaNomor 1/PUU/VIII/2010 sehubungandengan diajukannya judicial reviewterhadap undang-undang pengadilan anakoleh komisi perlindungan anak Indonesia.Penjatuhan pidana secara tidaktepat dapat mengabaikan pengaturanperlindungan, karena pemidanaan anakseharusnya adalah jalan keluar terakhir dandijatuhkannya hanya untuk waktu yangsingkat. Penjatuhan pidana sebagai ultimum
remedium adalah salah satu bentukperlindungan terhadap kepentingan terbaikanak. Prof Mr. J.C Hudig, guru besarhukum pidana anak di Universitas Negeri
6 Marlina (1), Peradilan Pidana Anak di
Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan
Restorative Justice, (Bandung : PT Refika Aditama,
2009), halaman.60
7 Maidin Gultom, Ibid, halaman.55
8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
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Utrecht menyatakan tentang tindakanterbaik apa yang harus ditempuh untukmenyelesaikan perkara anak sebagaiberikut :9‘Pada umunya dapat sayakemukakan bahwa suatupenuntutan pidana itu dilakukanapabila kesulitan dari pembuatmuda itu jelas berpusat pada tindakpidana yang dilakukan. Akan tetapiapabila tindak pidana itu merupakangejala dari suatu keadaan yang tidakdikehendaki (tidak baik), suatu halyang berkebetulan, salah satu darisekian banyak bentuk perbuatanyang jelek, yang bersumber padakeadaan keluarga, maka hasilnyaakan lebih baik apabila ditempuhjalan pemberian tindakan secarahukum perdata berupa penyerahankepada negara untuk dibina.’Filosofi sistem peradilan pidanaanak yaitu mengutamakan perlindungandan rehabilitasi terhadap pelaku anaksebagai orang yang masih mempunyaisejumlah keterbatasan dibandingkandengan orang dewasa. Anak memerlukanperlindungan dari negara dan masyarakatdalam jangka waktu ke depan yang masihpanjang. Terhadap anak yang terlanjurmenjadi pelaku tindak pidana diperlukanstrategi sistem peradilan pidana yaitumengupayakan seminimal mungkinintervensi sistem peradilan pidana.10Perlindungan terhadap anak salahsatunya dilakukan dengan menjauhkanproses formal sistem peradilan pidana anakitu sendiri. Timbul pemikiran manusia ataupara ahli hukum dan kemanusiaan untukmembuat aturan formal tindakanmengeluarkan seorang anak yangmelakukan pelanggaran hukum atau tindakpidana dari proses peradilan pidana denganmemberikan alternatif lain yang dianggaplebih baik untuk anak yang kemudianmelahirkan konsep diversi.11
9 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana,
(Bandung : Alumni, 2006), halaman 142-143
10 Marlina (2), Pengantar Konsep diversi
dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana,
9Medan ; USU Press, 2010), halaman.1
11 Ibid
Konsep diversi didasarkan padakenyataan bahwa proses peradilan pidanaterhadap anak pelaku tindak pidana melaluisistem peradilan pidana lebih banyakmenimbulkan bahaya daripada kebaikan.Alasan dasarnya yaitu pengadilan akanmemberikan stigmatisasi terhadap anakatas tindakan yang dilakukannya sepertianak dianggap jahat, sehingga lebih baikuntuk menghindarkannya ke luar sistemperadilan pidana.12Perlindungan terhadap anak melaluipemberlakuan asas ultimum remedium telahdilakukan tidak hanya di dalam perangkataturan internasional tetapi juga di dalamperangkat hukum nasional dan di dalamputusan pengadilan yang mengadili tentanganak Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia terhadap WHD, remaja laki-lakiusia 15 tahun yang terjerat kasus pencuriandalam keadaan memberatkan merupakanbentuk penegakan hukum pidana terhadapanak yang berkonflik dengan hukum yangmnyentuh sisi kemanusiaan masyarakatluas sehubungan dengan motif pelaku untukmemperoleh uang jajan dari tindak pidanayang dilakukannya. Dalam PutusanMahkamah Agung Nomor125/pid/a/2012/pn.gs, WHD kemudiandijatuhkan hukuman tindakan denganmengembalikannya kepada orang tuasetelah sebelumnya melalui prosesperadilan pidana yang panjang yangseharusnya bisa diselesaikan lewat jaluralternatif lain sehubungan dengan jiwaperadilan anak yang menghendaki sistemperadilan pidana anak sebagai upaya akhir.Berdasarkan uraian tersebut diatas,kemudian dilakukanlah penelitian untukmengkaji lebih dalam mengenai asas
ultimum remedium terhadap anak yangberkonflik dengan hukum.
II. Rumusan MasalahYang menjadi Rumusan MasalahPada penelitian ini adalah :1. Bagaimana adopsi/keberadaan asas
ultimum remedium di dalam instrumenhukum internasional yang mengaturtentang anak yang berkonflik denganhukum?
12 Ibid halaman 11
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2. Bagaimana adopsi/keberadaan asas
ultimum remedium di dalam instrumenhukum nasional yang mengatur tentanganak yang berkonflik dengan hukum?3. Bagaimana adopsi/keberadaan asas
ultimum remedium terhadap anak yangberkonflik dengan hukum dalamPutusan Mahkamah Agung RINo.125/Pid/A/2012/PN.GS?
III. Metode PenelitianMenurut Soerjono Soekanto bahwa:13 Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkansuatu masalah sedangkan penelitianadalah pemeriksaan secara hati-hati,tekun dan tuntas terhadap suatugejala untuk menambahpengetahuan manusia, maka metodepenelitian dapat diartikan sebagaiproses prinsip-prinsip dan tata carauntuk memecahkan masalah yangdihadapi dalam melakukanpenelitian.“Penelitian adalah kegiatan ilmiahyang didasarkan pada metode pencarianasas sesuatu (inquiry) secara sistematisdengan adanya penekanan bahwa pencarianini dimana dilakukan terhadap suatumasalah-masalah yang dapat dipecahkan.14Yang bertujuan untuk mempelajari satuatau beberapa gejala hukum tertentudengan jalan menganalisanya”.15Sedangkan menurut Sutrisno Hadi“penelitian atau research adalah usahauntuk menemukan, mengembangkan danmenguji kebenaran suatu pengetahuanusaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah”.16Salah satunya adalah melaluikegiatan ilmiah, seperti penelitian dimanadalam penelitian tersebut akan mencaridata atau bahan-bahan yang dapatdipergunakan untuk penulisan ilmiah.
13Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum
Normatif suatu tinjauan singkat, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995)  ,  halaman 6.14Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), halaman 13.15Soerjono Soekanto, Ibid, halaman 43.16Sutrisno Hadi, Metode Research Jilid I,(Yogyakarta : Penerbit Andi, 2000), halaman 4.
Dimana data adalah merupakan gejala yangakan dicari untuk diteliti, gejala yangdiamati oleh peneliti dan hasil pencatatanterhadap gejala yang diamati olehpeneliti”.17
A. Jenis dan sifat penelitianPenelitian ini jenisnya PenelitianYuridis Normatif. Pendekatan YuridisNormatif, yakni penelitian yang difokuskanuntuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukumpositif.18 Bentuk dari hasil penelitian iniakan dituangkan secara deskriptif. Suatupenelitian deskriptif, dimaksudkan untukmemberikan gambaran yang setelitimungkin manusia, keadaan atau gejala-gejala lainny,19 yang dalam hal ini dibatasimengenai asas ultimum remedium di dalamsistem peradilan pidana anakPenelitian bersifat deskriptif analitisyaitu merupakan penelitian yang bertujuanmenggambarkan secara cermatkarakteristik dari fakta-fakta (individu,kelompok atau keadaan) dan untukmenentukan frekuensi sesuatu terjadi.20Analisis yang dimaksudkan berdasarkangambaran, fakta yang diperoleh akandilakukan analisis secara cermat untukmenjawab penelitian.21Penelitian yang digunakan dalampenelitian ini bersifat metode berpikirdeduktif ke induktif yang menggambarkandan menguraikan tentang asas ultimumremedium terhadap anak yang berkonflikdengan hukum.
B. Sumber DataDalam penelitian ini diperolehmelalui data sekunder yaitu data yang
17Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,
Peran Penggunaan Perpustakaan di dalam
penelitian Hukum, (Jakarta : PDHUI, 1979),halaman 1.18Johnny Ibrahim, teori dan metodologi
penelitian hukum normatif, (Malang :Banyumedia publishing, 2008), halaman 295.19Soerjono Soekanto, pengantar
penelitian hukum, (Jakarta : UI press, 2006),halaman  10.20Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial
dan Hukum, (Jakarta : Granit, 2000), halaman 58.21Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum
Indonesia pada Akhir ke-20, (Bandung : Alumni,1994),  halaman 101.
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dikumpulkan melalui studi dokumenterhadap bahan kepustakaan. Di dalampenelitian hukum, data sekunder terdiridari:1. Bahan hukum primerBersumber dari bahan hukum yangdiperoleh langsung dan akan digunakandalam penelitian ini yang merupakan bahanhukum yang mempunyai kekuatan mengikatsecara yuridis, yaitu :1. Norma atau kaidah dasar yaitu,Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 19452. Peraturan Dasar yaitu, Pasal 20, Pasal20 A Ayat (1), Pasal 21, Pasal 28 BAyat (2) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 19453. Undang-Undang yang terkait denganasas ultimum remedium terhadapanak yang berkonflik dengan hukum,seperti UU no.3 Tahun 1997 TentangPengadilan Anak, UU No. 23 Tahun2002 Tentang Perlindungan Anak,UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HakAsasi Manusia, UU No. 11 Tahun2012 Tentang Sistem PeradilanPidana Anak, Keputusan PresidenNomor 36 tahun 1990 TentangPengesahan Konvensi tentang hak-hak anak.2. Bahan hukum sekunderYang merupakan bahan hukum yangerat hubungannya dengan bahan hukumprimer dan dapat membantu menganalisisserta memahami bahan-bahan hukumprimer, yang terdiri dari :
1. Buku-buku literatur
2. Putusan-putusan pengadilannegeri dan mahkamah agung
3. Jurnal-jurnal hukum yangberkaitan dengan asas ultimumremedium terhadap anak yangberkonflik dengan hukum
4. Makalah-makalah/laporanpenelitian
5. Artikel-artikel, media massa daninternet.3. Bahan hukum tersierBahan hukum yang memberikanpetunjuk atau penjelasan bermaknaterhadap bahan hukum primer dan
sekunder, seperti kamus, ensiklopedia danlain-lain.
C. Metode pengumpulan dataPengumpulan data merupakan halyang sangat erat hubungannya dengansumber data, karena melalui pengumpulandata ini akan diperoleh data yangdiperlukan untuk selanjutnya dianalisissesuai dengan yang diharapkan. MetodePengumpulan data ada 2 (dua) yaitu metodestudi pustaka (library research) dan metodestudi lapangan (field research). Teknikpengumpulan data dalam penelitian ini,diperoleh dari studi pustaka (library
research), peraturan perundang-undangan,catatan hukum, putusan hakim,dikumpulkan dan dikaji guna menentukanrelevansinya dengan kebutuhan danrumusan masalah.
D. Analisis DataAnalisis data yang digunakan dalampenelitian ini yaitu analisa data kualitatif,dimana data yang terkumpul tidak berupaangka-angka yang dapat dilakukanpengukuran. Akan tetapi berdasarkanperaturan perundang-undangan, sertapandangan informasi untuk menjawabpermasalahan tesis ini.Analisis kualitatif menghasilkan datadeskriptif, dengan cara  penarikan data dariinduktif ke deduktif dalam arti apa yangdinyatakan oleh sasaran penelitian yangbersangkutan secara tertulis, lisan danperilaku nyata.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Asas Ultimum Remedium di dalam
Instrumen Internasional yang
Mengatur tentang AnakInstrumen internasional merupakansuatu produk hukum tertulis dalamperangkat ketentuan ketentuan yangdihasilkan baik oleh organisasi-organisasiinternasional maupun beberapa negaraberupa perjanjian, konvensi, persetujuan,protokol, piagam, kovenan, akta, deklarasi,dan instrumen internasional lainnya. Tidakada ketentuan baik dalam hukum nasionalmaupun hukum internasional yangmewajibkan negara untuk meratifikasisuatu konvensi atau perjanjianinternasional. PBB melalui majelis umum
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seringkali hanya menghimbau terhadapkepada negara anggotanya untukmelakukan ratifikasi terhadap suatukonvensi maupun perjanjian internasional.22Masuknya hukum internasional kedalam hukum nasional dan menjadi bagiandari hukum nasional serta dalam beberapahal memberi warna terhadap hukumnasional, menunjukkan bahwa negara-negara tidak bisa mengabaikan arti danperanan dari hukum internasional. Sejauhmana suatu negara sudah peka dan tanggapterhadap perkembangan hukuminternasional dapat diketahui daripengaturan suatu masalah di dalam undang-undang nasionalnya, di mana masalah itusendiri juga sudah diatur secara canggih danaktual di dalam sebuah konvensiinternasional.23Perangkat hukum internasionaldibutuhkan oleh hukum nasional, sebabhukum internasional dapat menjadimasukan bagi hukum nasional berkenaandengan suatu masalah yang pengaturannyaterlebih dahulu muncul di dalam hukuminternasional. Sebagai bahan masukan suatunegara itu bisa melakukannya dengan jalanmeratifikasi konvensi yang mengaturmasalah tentang maslah tersebut atau kalaunegara itu tidak ingin meratifikasi dapatmenempuh dengan jalan mengadaptasi isidan jiwa konvensi tersebut untukselanjutnya diatur di dalam undang-undangnasionalnya.24Perlindungan terhadap anakmerupakan tanggung jawab yang diembanoleh masyarakat termasuk jika anaktersebut melakukan tindak pidana.Pembinaan terhadap anak yang berkonflikdengan hukum merupakan kewajiban bagiwarga masyarakat sebagaimana telahditentukan oleh hukum internasional yangberlaku. Beberapa instrumen hukuminternasional yang mengatur tentang anakyang berkonflik dengan hukumterkait asasultimum remedium yakni
22 Sumaryo asuryokusumo, Studi Kasus
Hukum Internasional, (Jakarta : tatanusa, 2007),
halaman 178
23 I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum
Internasional, (Bandung : Mandar Maju, 2003),
halaman 328
24 Ibid
1. Convention of the right of the childPerkembangan yang sangat berartibagi perhatian masyarakat internasionalmengenai hak-hak anak dan sekaligusmerupakan tindak lanjut pencanangandeklarasi hak-hak anak yaitu dengandisahkannya Resolusi PBB 44/25-Convention of the right of the child atauKonvensi hak-hak anak. Perlindunganhukum terhadap anak yang berkonflikdengan hukum dalam konvensi ini dapatdilihat sebagai berikut
Article 37(pasal 37)
States parties shall ensure that
(Pihak Negara Menjamin bahwa ) :a. No child shall be subjected to torture or
other cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment. Neither
capital punishment nor life
imprisonment without possibility of
release shall be imposed for offences
committed by person below eighteen
years of age ( tidak ada anak yang akandikenakan penyiksaan atau kekejamanlainnya, ketidakmanusiawian ataupenghinaan atau hukuman baik ituhukuman negara ataupun penjaraseumur hidup tanpa kemungkinanbebas tidak akan dijatuhkan bagipelanggaran yang dilakukan olehmereka yang berada dibawah usia 18tahun )b. No child shall be deprived of his or her
liberty unlawfully or arbitrarily. The
arrest, detention or imprisonment of a
child shall be in confirmity with the law
and shall be used only as a measure of
last resort and for the shorthest
appropriate period of time ( tidak adaanak yang akan dihilangkankebebasannya secara tidak sah atausewenang-wenang. Penangkapan,penahanan atau memenjarakanseorang anak akan disesuaikan denganhukum dan hanya akan digunakansebagai upaya terakhir untuk jangkawaktu yang singkat )c. Every child deprived of liberty shall be
treated with humanity and respect for
the inherent dignity of the human
person, and in a manner which takes
into account the needs of persons of his
or her age. In particular, every child
deprived of liberty shall be separated
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from adults unless it is considered in the
child’s best interest not to do so and shall
have the right to maintain contact with
his or her family through
correspondence and visits, save in
exceptional- circumtances ( setiap anakyang dirampas kebebasannya harusdiperlakukan manusiawi danmenghormati martabat manusia yangmelekat, dan dalam suatu cara danmengingat akan kebutuhan-kebutuhanorang pada umumnya. Terutama setiapanak yang dirampas kebebasannyaharus dipisahkan dari orang dewasakecuali penempatannya itu dianggapdemi kepentingan si anak dan harusmempunyai hak untukmempertahankan hubungan dengankeluarga melalui surat menyurat dankunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa )d. Every child deprived of his or her liberty
shall have the right to prompt access to
legal and other appropriate assistance,
as well as the right to challenge the
legality of the deprivation of his or her
liberty before a court or other
competent, independent and impartial
authority, and to a prompt decision on
any such action ( setiap anak yangdirampas kebebasannya berhak atasakses segera ke bantuan hukum danbantuan lain yang tepat, dan juga hakuntuk menyangkal keabsahanperampasan kebebasannya di hadapansuatu pengadilan atau penguasa lainyang berwenang, mandiri, dan adil, danatas putusan segera mengenai tindakanapa pun semacam itu)Pokok convention of the right of the
child khususnya pasal 37 dalam rangkamemberikan perlindungan bagi anak yangberkonflik dengan hukum yakni, pertamakonvensi ini menghendaki penyeragamanusia anak yang mendapatkan perlindungankhusus yaitu dibawah 18 tahun. Kedua,perlindungan terhadap anak yangberkonflik dengan hukum dilakukan dengancara menjauhkannya dari sistem peradilanpidana anak dengan menjadikan haltersebut sebagai jalan terakhir dan apabilapermasalahan anak harus diselesaikanlewat penjatuhan hukuman makapemenjaraan seumur hidup dihapuskan
baginya serta ia harus mendapat bantuanhukum dan fasilitas yang memadai
2. The riyadh guidelines
The riyadh guidelines merupakansuatu pedoman pencegahan kenakalan anakyang terdiri dari 66 pasal. Riyadh guidelinesditetapkan melalui resolusi PBB nomor45/112 dalam sidang pleno PBB ke 68tahun 1990. Bagian lampiran riyadhguidelines menyebutkan bahwa pencegahantindak pidana anak merupakan bagianutama pencegahan kejahatan di dalammasyarakat. Pencegahan tersebut dilakukanmelalui pendayagunaan sarana perundang-undangan, aktivitas sosial yang bermanfaat,melakukan pendekatan manusiawi terhadapsegala aspek kehidupan kemasyarakatanserta memperhatikan kehidupan anak,sehingga melalui hal ini anak-anak dapatmengembangkan sikap-sikap non
criminogen.Anak yang berkonflik dengan hukumjuga mendapat perhatian di dalam riyadh
guidelines khususnya pada pasal 46 yaknisebagai berikut
‘the institutionalization of young
persons should be a measure of last
resort and for the minimum
necessary period, and the best
interest of the young person should
be a paramount importance (pelembagaan terhadap remaja harusmenjadi pilihan terakhir untukjangka waktu yang singkat yangdiperlukan, dan kepentingan terbaikbagi anak harus menjadipertimbangan utama ).Pasal 46 tersebut di atasmerupakan kebijakan yang harus ditempuholeh masing-masing negara untukmenempatkan anak yang berkonfik denganhukum ke dalam lembaga pemasyarakatansebagai jalan terakhir dan pelaksanaannyajuga harus dalam jangka waktu yangsingkat.
3. The tokyo rules
Tokyo rules merupakan resolusi PBBnomor 45/113 yang berisi 23 pasal yangmengatur tentang tindakan non penahananyang harus dikenakan terhadap pelakutindak pidana yang diajukan ke dalamsistem peradilan pidana. Tokyo rules lahirberdasarkan pertimbanagn untukmengurangi penggunaan penjara terhadap
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pelaku tindak pidana dan bertujuan untukmerehabilitasi pelaku sertamengintegrasikannya kembali ke dalammasyarakat. Tokyo rules dimaksudkan untukmeningkatkan keterlibatan/peran sertamasyarakat yang lebih besar khususnyadalam pembinaan pelaku tindak pidana danmeningkatkan rasa tanggung jawab pelakutindak pida terhadap masyarakat.Penahanan sebagai upaya akhir jugadiatur dalam pasal 16 sebagai berikut‘ pre trial detention shall be used as a
means of last resort in criminal
proceedings, with due regard for the
investigation of the alleged offence
and for the protection of society and
the victim ( penahanan terakhirdhanan sebelum persidangan harusdigunakan sebagai sarana terakhirdalam proses pidana denganmemerhatikan penyelidikan dugaanpelanggaran dan untukperlindungan masyarakat dankorban )Penahanan sebagai langkah terakhiryang harus dilakukan berdasarkan aturan diatas maksudnya adalah untuk mengurangipembatasan kemerdekaan yang akandikenakan terhadap pelaku tindak pidana,hal tersebut untuk memberikan kesempatankepada pelaku tindak pidana untuk dapatbertanggungjawab langsung kepadamasyarakat yang dirugikan akibatpelanggaran yang dilakukannya.
4. Havana rules
Havana rules merupakan resolusi PBBnomor 45/113 yang dihasilkan melaluisidang pleno PBB ke 68 tahun 1990 yangberisikan 87 pasal yang mengatur tentangperlindungan terhadap anak yang dirampaskemerdekaannya. Havana rules mencakuppengaturan tentang hak anak/remaja yangberada di dalam tahanan termasukkesehatan, rekreasi, agama, mendapatkanfasilitas yang memadai, pendidikan,pelatihan kerja, dsb.
Havana rules menyatakanpemenjaraan sebagai upaya akhir dalammenyelesaikan permasalahan anak yangberkonflik dengan hukum. Pengaturan asasultimum remedium dalam havana rulesterbatas pada pemenjaraan anak/remajasaja, berbeda dengan pengaturan yang adadi dalam convention of the right of the child
yang menjadikan seluruh sistem peradilanpidana anak mulai dari penangkapan,penahanan dan pemenjaraan sebagai jalanterakhir bagi anak yang berkonflik denganhukum. Hal ini dinyatakan dalampandangan dasar (fundamentalperspectives) sebagai berikut,
‘ juveniles should only be deprived of
their liberty in accordance with the
principles and procedures seth forth in
these rules and the united nations
standard minimum rules for the
administration of juveniles justice.
Deprivation of the liberty of a juvenile
should be a disposition of last resort
and for the minimum necessary period
and should be limited to exectional
cases. The length of the sanction should
be determined by the judicial
authority, without precluding the
possibility of his or her early release. (anak hanya boleh dirampaskemerdekaannya sesuai denganprinsip dan prosedur yang ditetapkandalam peraturan ini. Perampasankemerdekaan anak haruslahmerupakan penempatan terakhir danuntuk jangka waktu singkat yangdiperlukan dan harus dibatasi untukkasus yang luar biasa. Lamanyahukuman harus ditentukan olehkekuasaan kehakiman tanpa menutupkemungkinan untuk melepaskannya).
5. Beijing rules
Beijing rules sangat dikenal dikalangan aktivispembela hak-hak anakkarena untuk pertama kalinya secara detailmasyarakat internasional memilikiketentuan minimal bagaimanamemperlakukan anak-anak yang berkonflikdengan hukum. Resolusi ini secara tegasmengakui bahwa anak karena tahapan awalperkembangan manusianya, memerlukanbantuan dan perawatan khusus berkenaandengan perkembangan fisik, mental, dansosialnya serta memerlukan perlindunganhukum mengenai kondisi damai,kemerdekaan, martabat, dankeamanannya.25
25 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak
Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa
Pemidanaan, (Jakarta : PT Gramedia, 2010),
halaman 82
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Asas ultimum remedium di dalam
beijing rules terdapat pada pasal 13 yangmenyatakan sebagai berikut
‘ the placement of a juvenile is an
institution shall aways be a
disposition of last resort and for the
minimum necessary period.(penahanan sebelum pengadilanterhadap anak nakal harusdilakukan sebagai upaya akhir untukjangka waktu singkat yangdibutuhkan)Pasal 13 beijing rules mendoronguntuk dilakukannya langkah-langkah barudan inovatif untuk menghindari penahananterhadap anak yang berkonflik denganhukum.
B. Asas Ultimum Remedium di dalam
Instrumen Hukum nasional yang
Mengatur Tentang AnakAsas hukum adalah prinsip-prinsiphukum yang abstrak dan pada umumnyamelatarbelakangi peraturan konkret danpelaksanaan hukum. Peraturan konkretseperti undang-undang tidak bolehbertentangan dengan asas hukum, demikianpula dalam putusan hakim, pelaksanaanhukum, dan sistem hukum. Apabila dalamsistem hukum terjadi pertentangan, makaasas hukum akan tampil untuk mengatasipertentangan tersebut. Misalnya, terjadipertentangan antara satu undang-undangdengan undang-undang lainyya, maka haruskembali melihat asas hukum sebaagaiprinsip dasar yang mendasari suaatuperaturan hukum berlaku secarauniversal.26Asas hukum senantiasa berkaitandengan kaidah hukum atau peraturanhukum tertulis. Asas hukum merupakanlandasan dan jantung dari peraturankonkret sebagai dasar-dasar pemikiranabstrak, dan didalamnya terkandung nilai-nilai etis yang harus diwujudkan dalamperaturan tertulis. Perbedaan antara asashukum dengan kaidah hukum yakni :271. Asas hukum merupakan dasarpemikiran yang umum dan abstrak,
26 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum,
(Jakarta : Ghalia, 2004), halaman 95
27 Ibid halaman 99
sedangkan kaidah hukum merupakanaturan konkret dan riil2. Asas hukum adalah suatu konsep atauide yang mengandung nilai-nilai etis,sedangkan kaidah hukum adalahpenjabaran dari ide tersebut yangdiharapkan juga mengandung nilai-nilaietis3. Asas hukum tidak mempunyai sanksi,sedangkan kaidah hukum mempunyaisanksiKeberadaan asas hukum dalamsistem hukum merupakan ketentuan prinsipdalam menyelesaikan konflik dalam sistemhukum itu sendiri. Termasuk dalammelakukan rekayasa sosial, asas hukumdapat dijadikan dasar sebagaimanafungsinya untuk mewujudkanpembangunan hukum nasional yangdinamis dankondusif. Menjaga ketaatanterhadap asas hukum, akan membuat sistemhukum dan sistem peradilannya bekerjasesuai dengan fungsinya masing-masing.Hukum pidana baik dalampengertian ius poenale yang memuatlarangan terhadap perbuatan yangbertentangan dengan hukum danmengenakan suatu penderitaan kepadayang melanggar larangan tersebut, maupunsebagai ius poenandi, yang merefleksikanhak negara atau alat-alat perlengkapannegara untuk mengancam dan mengenakanpidana terhadap perbuatan tertentu,merupakan hukum yang sanksinya lebihberat dibandingkan sanksi      bidang hukumlain seperti hukum perdata dan hukumadministrasi.28Fungsi hukum pidana adalah untukmelindungi kepentingan hukum terhadapperbuatan yang hendak memerkosanyadengan sanksi berupa pidana yang sifatnyalebih tajam jika dibandingkan dengan sanksiyang terdapat pada cabang ilmu hukumlainnya. Sanksi pidana itu di dalamnyaterdapat suatu yang menyedihkan sehinggahukum pidana dikatakan mengirisdagingnya sendiri atau sebagai pedangbermata dua. Hal tersebut bermakna bahwahukum pidana bertujuan untuk melindungi
28 Muladi, Makalah Ambiguitas dalam
Penerapan Doktrin Hukum Pidana Antara Doktrin
Ultimum remedium dan Doktrin Primum
Remedium, Makassar, 2003, halaman 1
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kepentingan-kepentingan hukum (misalnyanyawa, harta benda, kemerdekaan,kehormatan ) namun, jika terjadipelanggaran terhadap larangan danperintahnya justru menyakiti kepentinganhukum si pelanggar. Perlu diingat pula,bahwa sebagai alat social control, fungsihukum pidana adalah subsidair, artinyahukum pidana hendaknya barudiadakan/dipergunakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.29Van Bemmelen menyatakan bahwayang membedakan antara hukum pidanadan bidang hukum lain, ialah sanksi hukumpidana merupakan pemberian ancamanpenderitaan dengan sengaja dan sering jugapengenaan penderitaan, hal mana dilakukanjuga sekalipun tidak ada korban kejahatan.Perbedaan demikian menjadi alasan untukmenganggap hukum pidana itu sebagai
ultimum remedium, yaitu upaya terakhirguna memperbaiki tingkah laku manusiaterutama penjahat serta memberikantekanan psikologis agar orang lain tidakmelakukan kejahatan.30 Hukum pidanaadalah alat pertahanan sosial terakhir yangbaru dapat digunakan ketika bidang hukumlain tidak mampu mengendalikan suatuperbuatan, yang dimanifestasikan dalamtataran kebijakan fungsionalisasi hukumpidana melalui peraturan perundang-undangan. Ultimum remedium tidak hanyaberarti berhemat dalam menegakkanhukum pidana. Jadi, hukum pidana bersifat
ultimum remedium, bukan hanya dalamtataran formulasi ( yaitu ketikamemutuskan untuk menetapkan suatuperbuatan sebagai tindak pidana), tetapijuga dalam tataran aplikasi (yaitu ketikamenerapkan hukum pidana terhadapperistiwa konkrit).Sanksi pidana harus disepadankandengan kebutuhan untuk melindungi danmempertahankan kepentingan-kepentingansosial. Pidana hanya dibenarkan apabila adakebutuhan yang berguna bagi masyarakat.Pidana yang yang tidak diperlukan, tidakdapat dibenarkan dan berbahaya bagi
29 Mohammad Ekaputra, Dasar-Dasar
Hukum Pidana, (Medan : USU Press, 2010),
halaman 13
30 Zainal Abidin farid, Hukum Pidana I,
(Jakarta : Sinar Grafika, 2007), halaman 13
masyarakat. Selain itu, batas-batas sanksipidana ditetapkan pula berdasarkankepentingan sosial dan nilai yangmewujudkannya.Atas dasar pemikiran diatas, timbulpemikiran agar hukum pidana digunakansecara hati-hati dan dioperasionalkannyasebagai obat yang terakhir dan bukansebagai obat yang utama. Doktrin ultimum
remedium berarti bahwa penggunaanhukum pidana hanya dapat dilakukanapabila instrumen hukum lain sepertihukum administrasi atau hukum perdatatidak efektif. Perkataan ultimum remediumuntuk pertama kali dipergunakan olehMenteri kehakiman belanda yaitu Mr.Modderman di depan parlemen negeriBelanda untuk menjawab pertanyaan salahseorang anggota parlemen yaitu Mr. Mckay,yang mengatakan bahwa ia telah gagalmenemukan suatu dasar hukum mengenaiperlunya suatu penjatuhan hukuman bagiseseorang yang telah melakukan suatupelanggaran.Asas ultimum remedium bukanlahasas konstitusional, namun lebih pada etikalegislatif, mulai saat kriminalisasi ataumenjadikan suatu perbuatan yang semulabukan tindak pidana menjadi tindak pidana.Doktrin ini harus dipahami dalam kerangkaasas-asas yang berkaitan dengan nilai-nilaikebutuhan, efisiensi, keterbatasan, asaskemanfaatan, pertimbangan analisa biayadan hasil serta asas kemanusiaan, baik yangberkaitan dengan kepentingan pelakumaupun kepentingan korban tindak pidana.Penjatuhan pidana terhadap anakadalah upaya yang bersifat ultimum
remedium, artinya penjatuhan pidanaterhadap anak merupakan upaya hukumyang terakhir setelah tidak ada lagi upayahukum lain yang menguntungkan bagi anak,misalnya anak itu memang sudah sangatmeresahkan keluarga dan masyarakat,berkali-kali telah melakukan tindak pidanadan pihak orang tua atau wali sudah tidakada lagi yang sanggup untuk mendidik danmengawasinya.31Penerapan asas ultimum remediumtersebut dilakukan melalui peradilan pidana
31 Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak di
Bawah Umur, (Bandung : PT Alumni, 2010),
halaman. 84
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anak. Asas ultimum remedium dalammenyelesaikan permasalahan anak yangberkonflik dengan hukum sebenarnya jugatelah diatur meski tidak tegas karena secaranormatif tidak dituliskan perkataanultimum remedium itu di dalam pasal yangmengatur tentang anak yang berkonflikdengan hukum, namun secara implisit adadi dalam peraturan perundang-undangansebagai berikut :1. Undang-undang hak asasi manusiaUndang-undang nomor 39 tahun1999 tentang hak asasi manusia dibentukbertujuan untuk memberikan jaminanperlindungan terhadap hak-hak dasarmanusia. Undang-undang ini tidak hanyamengatur tentang perlindungan hak-hakdan kewajiban dasar manusia tetapi jugaperlindungan terhadap hak anak. Khususterhadap jaminan perlindungan anak yangmenjalani proses pidana dapat dilihat padapasal 66. Khusus terhadap jaminanperlindungan anak yang menjalani prosespidana dapat dilihat pada pasal 66 sebagaiberikut :1. Setiap anak berhak untuk tidakdijadikan sasaran penganiayaan,penyiksaan, atau penjatuhan hukumanyang tidak manusiawi2. Hukuman mati atau hukuman seumurhidup tidak dapat dijatuhkan untukpelaku tindak pidana yang masih anak3. Setiap anak berhak untuk tidakdirampas kemerdekaannya secaramelawan hukum4. Penangkapan, penahanan, atau pidanapenjara anak hanya boleh dilakukansesuai dengan hukum yang berlaku danhanya dapat dilaksanakan sebagaiupaya akhir5. Setiap anak yang dirampaskebebasannnya berhak mendapatperlakuan secara manusiawi dandengan memperhatikan kebutuhanpengembangan pribadi sesuai denganusianya dan harus dipisahkan dariorang dewasa, kecuali demikepentingannya6. Setiap anak yang dirampaskebebasannya berhak memperolehbantuan hukum atau bantuan lainnyasecara efektif dalam setiap tahapanupaya hukum yang berlaku.
Pasal 66 merupakan suatu upayaperlindungan terhadap anak yangberkonflik dengan hukum yakni denganmenjadikan sistem peradilan pidana anaksebagai langkah/jalan terakhir untukmenyelesaikan perkara anak2. Undang-undang perlindungan anakPerlindungan anak bertujuan untukmenjamin terpenuhinya hak-hak anak agardapat hidup, tumbuh dan berkembang danberpartisipasi secara optimal sesuai denganharkat dan martabat kemanusiaan, sertamendapat perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi demi terwujudnya anakIndonesia yang berkualitas, berakhlak muliadan sejahtera.32Perlindungan anak sebagaimanadimaksud diatas datur dalam Bab III tentanghak dan kewajiban anak yakni dimulai dripasal 4 sampai pasal 19. Hak-hak anak yangberhadapan dengan hukum khususnyadiatur di dalam pasal 16 yang menyatakanbahwa,1. Setiap anak berhak memperolehperlindungan dari sasaranpenganiayaan, penyiksaan ataupenjatuhan hukuman yang tidakmanusiawi2. Setiap anak berhak untuk memperolehkebebasan ssuai dengan hukum3. Penangkapan, penahanan, atau tindakpidana penjara anak hanya dilakukanapabila sesuai dengan hukum yangberlaku dan hanya dapat dilakukansebagai upaya terakhir.Asas ultimum remedium terhadapanak yang berkonflik dengan hukumterdapat di dalam pasal 16 yangmenegaskan kembali bahwa sistemperadilan pidana anak yang dimulai daripenangkapan terhadap anak sampai kepadapenjatuhan pidana harus dilakukan sebagaiupaya terakhir dalam rangka menyelesaikankasus anak yang berkonflik dengan hukum.Filosofinya adalah untuk mencegahstigmatisasi terhadap anak yangbersangkutan sehingga akan lebih baik jikaproses penanganan anak yang brkonflikdengan hukum diselesaikan melalui jalanlain yang menguntungkan baginya dan masadepannya
32 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
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3. Keppres nomor 36 tahun 1990 tentanghak-hak anakKeputusan Presiden nomor 36 tahun1990 tentang hak-hak anak merupakanratifikasi terhadap convention of the right of
the child yang merupakan wujud komitmennegara indonesia sebagai salah satu negarapihak dalam konvensi tersebut. Anak,karena alasan ketidakdewasaan fisik danjiwanya, membutuhkan perlindungan danpengasuhan khusus, termasuk perlindunganhukum yang tepat baik sebelum dan jugasesudah kelahiranPerlindungan hukum terhadap anakyang berkonflik dengan hukum terdapat didalam Pasal 37 yang memberikan amanahkepada negara pihak untukmenyelenggarakan mekanismepenyelesaian kasus anak yang berkonflikdengan hukum yang efektif, ramah danmenjamin perlindungan anak denganmenjadikan sistem peradilan pidana anaksebagai jalan terakhir. Pasal 37 menyatakanbahwa :1. Tidak seorang anak pun dapatdijadikan sasaran penganiayaan, atauperlakuan kejam yang lain, tidakmanusiawi atau hukuman yangmenghinakan baik hukuman mati ataupemenjaraan seumur hidup tanpakemungkinan pembebasan, tidak dapatdikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan olehorang-orang di bawah umur delapanbelas tahun2. Tidak seorang anak pun dapatdirampas kebebasannya secaramelanggar hukum atau dengansewenag-wenang. Penangkapan,penahanan atau pemenjaraan seoranganak harus sesuai dengan undaang-undang, dan harus digunakan hanyasebagai upaya jalan lain terakhir danuntuk jangka waktu pendek3. Setiap anak yang dirampaskemerdekaannya harus diperlakukanmanusiawi dan menghormati martabatmanusia yang melekat dan dalam suatucara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada umumnya.Terutama, setiap anak yang dirampaskemerdekaannya harus dipisahkan dariorang dewasa kecuali penempatannyaitu dianggap demi kepentingan si anak
dan harus mempunyai hak untukmempertahankan kontak dengankeluarga melalui surat menyurat dankunjungan, kecuali dalam keadaan-keadaan luar biasa4. Setiap anak yang dirampaskebebasannya berhak atas aksesbantuan hukum dan bantuan lain yangtepat, dan juga hak untuk menyangkalkeabsahan perampasan kebebasannyadi hadapan suatu pengadilan ataupunpenguasa lain yang berwenang, mandiridan adil dan atas putusan segeramengenai tindakan apa pun semacamitu.Asas ultimum remedium terhadapanak yang berkonflik dengan hukum jugatelah diadopsi di dalam undang-undangsistem peradilan pidana anak yang baruyaitu undang-undang nomor 11 tahun 2012khususnya pasal 2 yang intinya menyatakanbahwa pada dasarnya anak tidak dapatdirampas kemerdekaannya kecuali terpaksaguna kepentingan penyelesaian perkara.Aplikasi asas ultimum remedium terhadapanak yang berkonflik dengan hukumditujukan pada jenis tindak pidana yangdilakukan dengan ancaman pidana penjaradi bawah 7 tahun dan tindak pidana yangdilakukan bukan merupakan pengulangantindak pidana. Dengan demikian,implementai asas ultimum remedium inidikecualikan penerapannya di dalamundang-undang terhadap anak yangmelakukan tindak pidana berat atau dengankata lain tidak semua tindak pidana yangdilakukan oleh anak dapat diselesaikan diluar sistem peradilan pidana formal sebagaiwujud ultimum remedium.Peraturan perundang-undangan diatas telah menjelaskan danmengamanahkan bahwa dalammenyelesaikan permasalahan anakpenggunaan hukum pidana yangpenerapannya dilakukan melalui sistemperadilan pidana anak dihindari sebagaibentuk perlindungan terhadap anakmengingat usianya yang masih muda danmasa depan yang masih jauh membentang.
C. Asas ultimum remedium terhadap
anak yang berkonflik dengan
hukum dalam rangka perlindungan
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anak dalam putusan mahkamah
agung ri no.125/pid/a/2012/pn.gsWHD adalah seorang remaja laki-lakiberusia 16 tahun. Suatu hari ia bertandangmain ke salah satu temannya, namuntemannya yang bersangkutan belum pulangsehingga ia bertemu dengan ayah temannyayang bernama BSR. Sembari menunggu iamengobrol dengan BSR yang kemudianmengajaknya untuk mengambil buah kelapasawit milik PTPN VII Padang Ratu denganmenggunakan tombak miliknya. Awalnya,WHD menolak ajakan BSR tersebut karenatakut dimarahi oleh kakaknya namun BSRberhasil membujuknya sehingga keesokanharinya WHD datang ke rumah BSR untukmenjalankan rencana mereka mengambilbuah kelapa sawit tersebut.Sesampainya di PTPN VII merekalangsung mencari buah kelapa sawit untukdiambil. WHD bertugas mengawasi situasisekitar untuk memastikan bahwa perbuatanBSR memetik buah kelapa sawit denganmenggunakan golok miliknya tidakdiketahui oleh orang lain sertamemaasukkan buah kelapa sawit yang telahdiambil ke dalam karung goni yang telahdisiapkan sebelumnya. Namun, pada saatsedang memetik buah kelapa sawit tersebut,WHD dan BSR tertangkap tangan oleh pihakkeamanan PTPN VII Padang Ratu untukselanjutnya diserahkan kepada pihak yangberwajib untuk mempertanggungjawabkanperbuatannya. Atas kejadian tersebut PTPNVII Padang Ratu menderita kerugiansebesar Rp.200.000,.Berdasarkan hal tersebut diatas, makajaksa penuntut umum mengajukan tuntutanmaksimal 7 tahun penjara terhadap WHD.Tuntutan jaksa penuntut umum inidibacakan dan diserahkan di persidanganpada saat Pengadilan Gunung Sugihmemeriksa kasus ini.Bunyi putusan mahkamah agung yangmenyatakan terdakwa melakukan tindakpidana percobaan pencurian denganpemberatan sudah tepat dan benar. Hal inisesuai dengan pasal 53 KUHP jo Pasal 363Ayat (1) ke 4 KUHP. Bunyi putusanmahkamah agung yang menjatuhkantindakan kepada terdakwa denganmengembalikannya kepada orang tua jugasudah tepat. Hal ini sesuai dengan Pasal 24UU nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak. Meskipun WHD dikembalikan kepadaorang tuanya, WHD tetap berada di bawahpengawasan dan bimbingankemasyarakatan antara lain mengikutikegiatan kepramukaan dan lainnya. Jikadilihat dari sudut teori-teori pemidanaan,maka sanksi tindakan merupakan sanksiyang tidak membalas. Ia semata-mataditujukan pada prevensi khusus, yaitumelindungi masyarakat dari ancaman yangdapat merugikan kepentingan masyarakatitu. Sanksi tindakan berorientasi pada ideperlindungan masyarakat dan tujuannyalebih bersifat mendidik.Mengenai pertimbangan hukumdalam putusan mahkamah agung, salahsatunya dengan mencantumkan asas
ultimum remedium dalam menyelesaikanperkara anak yang berkonflik denganhukum adalah keliru. Ultimum remediumterhadap anak yang berkonflik denganhukum maksudnya adalah denganmenjadikan keseluruhan proses peradilanpidana anak sebagai jalan terakhir. Haltersebut sesuai dengan Pasal 16 UU nomor23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.Asas pemidanaan yang dijatuhkanterhadap anak yang berkonflik denganhukum dalam putusan mahkamah agungcukup berpedoman kepada asaskepentingan terbaik bagi anak, dimanadalam semua tindakan yang menyangkutanak yang dilakukan oleh pemerintah,masyarakat, badan legislatif, dan badanyudikatif maka kepentingan terbaik bagianak harus menjadi pertimbangan utama.Implementasi asas kepentingan terbaik bagianak sudah tercermin di dalam putusanhakim di atas yang menjatuhkan tindakankepada WHD, dimana tindakanmengembalikan terdakwa kepada orangtuanya merupakan kepentingan terbaik bagiterdakwa karena hakim menganggapperbuatan terdakwa bukan merupakantindak pidana serius terlebih dilakukandengan motivasi ingin mendapatkan uangjajan serta terdakwa sendiri belum pernahmelakukan tindak pidana sebelumnya.Asas ultimum remedium merupakanasas yang menjiwai lahirnya konsep diversidan restorative justice di dalammenyelesaikan permasalahan anak yangberkonflik dengan hukum sehinggamahkamah agung tidak dapat
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memasukkannya sebagai salah satu dasarpertimbangan dalam menjatuhkan putusanterhadap anak yang berkonflik denganhukum. Asas ultimum remedium bukanlahasas yang menjiwai pemberian keputusandalam hal ini penjatuhan tindakan terhadapterdakwa melainkan merupakan asashukum yang menempatkan keseluruhanproses pengadilan pidana anak sebaagailangkah akhir yang harus ditempuh.
V. Penutup
A. KesimpulanBerdasarkan hasil penelitian danpembahasan sebagaimana yang telahdiuraikan pada bab sebelumnya, makadapat disimpulkan beberapa hal, yaitusebagai berikut :1. Keberadaan/adopsi asas ultimum
remedium di dalam instrumen hukuminternasional yang mengatur tentanganak adalah secara implisit terdapat didalam Pasal 37 Convention of the right
of the child, Pasal 46 The riyadh
Guidelines, Pasal 16 The tokyo rules,
fundamental perspective havana rulesserta pasal 13 beijing rules2. Keberadaan/adopsi asas ultimum
remedium di dalam instrumen hukumnasional yang mengatur tentang anakadalah secara implisit terdapat didalam Pasal 66 UU hak asasi manusiano 39 tahun 1999, Pasal 16 UUperlindungan anak no 23 tahun 2002,Pasal 37 Keppres No 36 tahun 1990tentang ratifikasi terhadap konvensihak anak.3. Keberadaan/adopsi asas ultimum
remedium di dalam putusan MahkamahAgung RI no.125/pid/a/2012/pn.gsadalah keliru dan tidak tepat. Asasultimum remedium terhadap anak yangberkonflik dengan hukum maksudnyaadalah dengan menjadikan keseluruhanproses peradilan anak sebagai jalanterakhir.
B. Saran1. Perlu untuk mengatur asas ultimum
remedium ini secara eksplisit di dalamResolusi-Resolusi Majelis Umum PBByang mengatur tentang anak2. Perlu untuk mengatur asas ultimum
remedium secara eksplisit di dalam
peraturan perundang-undangannasional serta menentukan batas-batasperbuatan pidana apa saja yang bisadiselesaikan dengan menerapkan asasini kepada anak yang berkonflik denganhukum.3. Perlu bagi hakim anak untuk benar-benar memahami asas-asas hukumserta peraturan perundang-undanganyang berkaitan dengan penyelesaianperkara anak sehingga menghasilkanputusan pengadilan yang bijaksana bagianak yang berkonflik dengan hukum.
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